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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2007, TAHUN
ANGGARAN 2008, DAN TAHUN ANGGARAN 2009 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun
Anggaran 2009 untuk provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran
2003, Tahun Anggaran 2007, dan Tahun Anggaran 2009 yang Dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 10 Tahun 2010
(LN Tahun 2010 No.126, TLN No0.5167), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005
No.137, TLN No.4575), Keppres Rl 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI
126/PMK.07/2007, Permenkeu Rl 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun
Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 berasal dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Kehutanan yang belum
dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun anggaran yang
bersangkutan. Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan
Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran 2008, dan Tahun Anggaran 2009 adalah
sebesar Rp31.296.227.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam
juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Penyaluran alokasi Kurang Bayar Dana
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2007, Tahun Anggaran
2008, dan Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan sekaligus dalam Tahun Anggaran
2011 dengan memperhitungkan kelebihan penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam Kehutanan tahun anggaran sebelumnya.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 10 Januari
2011.
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